
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM  BATAS WAKTU PENYIDIKAN

TINDAK PIDANA  UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA

LATAR BELAKANG

1. Bagaimana kedudukan hukum tersangka 
dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana perlindungan hukum tersangka 
dalam batas waktu penyidikan tindak pidana 
umum menurut  Hak Asasi Manusia?

1. Untuk menganalisa bagaimana kedudukan 

hukum tersangka dalam proses penyidikan

2. Untuk menganalisa bagaimana perlindungan 

hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan 

tindak pidana umum menurut HAM

· Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945

· 28G UUD 1945
· UU HAM

· UU Kekuasaan 

Kehakiman

· Hak tersangka dan 

perlindungan hukum 

tersangka menurut 

KUHAP

· Pasal 5 ayat (1) huruf a 

butir 4 KUHAP

· Pasal 50 ayat (1) KUHAP

· Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 

24 ayat (2) KUHAP

· Pasal 31 ayat (1) KUHAP

· Pasal 35 dan Pasal 36 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan 

KUHAP

Jenis Penelitian: 

Normatif

Pendekatan :

1. UU

2. Konsep

3. Historis

4. Kasus

Teori 

1. Kewenangan

2. Perlindungan Hukum

3. Tujuan Hukum

Konsep 

1. Tersangka

2. Penyidik & 

Penyidikan

3. Tindak Pidana Umum

4. Hak Asasi Manusia

Kesimpulan :

1. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka 

waktu batas maksimal pemberian status 

tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum 

kepada tersangka.

2. Penyidik memiliki keleluasaan kewenangan 

“mengadakan tindakan lain menurut hukum”. 

Rumusan ketentuan ini memberi peluang besar 

pelanggaran HAM tersangka selama proses 

penyidikan.

Saran :

1. Perlu penelitian lebih 

lanjut mengenai batas 

maksimal masa penahanan 

dalam proses penyidikan. 

2. Merumuskan kembali 

“mengadakan tindakan lain 

menurut hukum” sehingga 

aturan batas masa 

penyidikan dapat diperjelas 

dan tidak melanggar HAM 

tersangka.

HAM adalah hak dasar atau hak pokok manusia. Perundangan Indonesia telah merumuskan dan 

meratifikasi hak tersangka, terdakwa, dan terpidana yang didefinisikan sebagai hak asasi peradilan. Jika 

mengacu pada ketentuan KUHAP terlihat jelas ketentuan-ketentuan yang mengatur kinerja Penyidik dan 

perlindungan hak tersangka. Namun Masih terdapat konflik hukum yang cukup signifikan. Keleluasaaan 

wewenang Penyidik dalam masa penyidikan memberi peluang untuk terjadinya pelanggaran HAM.

Rumusan Masalah Tujuan Penelitian

KONFLIK HUKUM

 


